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ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Aliran Listrik
(Levering) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur. Oleh : Putri Indah Sari. NIM : 1711120011.
Pembimbing I : Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. Pembimbing II :
Fauzan, S.Ag,. MH

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Aliran Listrik
(Levering) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur”.Adapun penelitian ini bertujuan untuk
menjawab suatu permasalahan mengenai bagaimana praktik jual
beli aliran listrik (levering) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur ?, serta meninjau Bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap praktik jual beli aliran listrik (levering) di
Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah field research
yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk
memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya
mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu
kelompok masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian mekanisme
dari praktik jual beli yang dilakoni oleh kedua belah pihak yang
bersangkutan ini, kedua belah pihak melakukan perjanjian atau
kesepakatan harga yang telah di sepakati, dalam jangka waktu
tertentu, dan saling memberikan manfaat. Dimana pelanggan tidak
resmi memberikan setengah dari pembayaran kepada pihak
pelanggan resmi untuk dibayarkan ke PT. PLN Persero Tbk. Untuk
objek yang diakadkan terdapat beberapa syarat yang terpenuhi da
nada pula salah satu syarat yang tidak terpenuhi, syarat yang
terpenuhi untuk obejk yang diakadkan ialah barang tersebut suci
dan bisa dimanfaatkan akan tetapi barang tersebut bukanlah milik
dari pihak pelanggan resmi melainkan dari PT.PLN hal inilah yang
membuat syarat dari objek yangdiakadkan tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Jual Beli, Levering, Desa Selika I
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ABSTRACT

Review of Islamic Law on The Practice of Buying and Selling
Electricity (Levering) in Selika Village 1 Tanjung Kemuning
District of Kaur Regency. By: Putri Indah Sari. NIM: 1711120011.
Guide I: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. Guide II: Fauzan, S.Ag,.
MH

This thesis is the result of empirical research entitled "Review of
Islamic Law on The Practice of Buying and Selling Electricity
(Levering) in Selika Village 1 District of Tanjung Kemuning Kaur
Regency". This research aims to answer a problem about how to
practice the sale and purchase of electricity (levering) in Selika
Village 1 Tanjung Kemuning District of Kaur Regency?,as well as
reviewing how islamic law reviews the practice of buying and
selling electricity (levering) in Selika Village 1 Tanjung Kemuning
District of Kaur Regency. The method used in this study is field
research that is research conducted directly in the field to obtain the
necessary data and research whose objects about symptoms or
events that occur in a community group. Based on the results of
research mechanisms of buying and selling practices carried out by
both parties concerned, both parties make agreements or price
agreements that have been agreed, within a certain period of time,
and provide mutual benefits. Where unofficial customers give half
of the payment to the official customer to be paid to PT. PLN
Persero Tbk. For the object that is stated there are several
conditions that are fulfilled and the tone is also one of the
conditions that are not met, the conditions that are fulfilled for
obejk are sacred and can be used but the goods do not belong to the
official customer but from PT. PLN is what makes the conditions of
the object that is not fulfilled.

Keywords: Buying and Selling, Levering, Selika Village I
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal dan komprehensif, yaitu
agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru
dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, agidah, syariah,
akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur
urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur
urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi
urusan manusia dengan lingkungannya.

Dalam konsepsi Islam, bisnis adalah perkara yang
paling dekat dengan ajaran Islam, bahkan bisnis telah
mewarnai kehidupan Rasulullah Saw sebagai pembawa ajaran
Islam, dan Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan
akhlak, hal itulah yang membedakan Islam dengan
kapitalis.Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada
peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa,
perdagangan atau pengolahan barang.Bisnis Islami ialah
serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang
tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk
profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan
pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.'Hal
ini sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah/2 :
188, sebagai berikut :

wu\d\y\wm)a\jxsuetsg\g\@\jmjdkuu?su?ﬁ\y\ \;SSL:‘)I;

Artinya :“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu
dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap
dengan harta itu kepada para hakim, supaya kamu dapat
memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,
padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah ; 188)” 2

"Muhaimin, Perbandingan Praktek EtikaBisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 37.

“Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Mushaf Al-Qur’an dan
Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 29.
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Bisnis atau perdagangan adalah praktik jual beli.
Menurut Dimyauddin Djuwaini, bahwa jual beli adalah
pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara
tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta
yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia
untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah
sighat atau ungkapan ijab dan gabul.® Landasan syariah dari
praktik jual beli sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-

Bagarah/2 : 275, yang berbunyi: L
FUON a%A s all A Jals

Artinya :“Padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba ...” (Q.S Al-Bagarah ; 275).4

Aktivitas ekonomi dan bisnis selalu memiliki hubungan
dengan etika dan karena itu pula (bisnis) tidak bisa dilepaskan
dari sosial dan budaya masyarakat dimana etika itu
dipraktekkan. Sebagaimana halnya aspek-aspek lain dalam
kehidupan manusia yang melibatkan etika, ekonomi dan bisnis
pun selalu dikaitkan dengan etika sehingga muncullah apa
yang disebut dengan etika dalam bisnis dan bisnis yang etis.?
Diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau
bisnis tidak pernah luput dari etika.Perhatian etika untuk
bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu
sendiri.Perbuatan menipu dalam bisnis, mengurangi
timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh
konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. ¢

Didalam Islam etika disebut dengan akhlak.Etika atau
akhlak dalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu al-
Qur’andan sunnah.Etika bisnis Islam merupakan rangkaian
tata nilai dan norma dalam menjalankan bisnis berdasarkan
pada ajaran agama Islam bersumber dari al-Qur’andan sunnah.
Ajaran agama Islam sebagai dasar dalam perilaku bisnis dapat

® Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), h. 69.

*Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Mushaf Al-Qur’an ..., h. 47.

®Muhammad, Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah,
(Yogyakarta: Graha Iimu, 2000), h. 49.

®Muhammad, Etika Bisnis Islam,(Yogyakarta: UPPM AMP YKPN, 2004), h. 58.



menjamin dilindunginya kepentingan setiap pelaku bisnis itu
sendiri” Adapun bentuk-bentuk etika bisnis Islam adalah
berperilaku ikhlas, jujur, amanah, adil, rajin, bekerja keras,
kerjasama, murah hati, memberikan hak khiyar, ramah tamah
dan sederhana. Dan etika bisnis Islam melarang perilaku yang
mengambil riba, mengurangi timbangan atau takaran, gharar
atau judi, penipuan serta penimbunan.?

Dalam berbisnis kebanyakan masyarakat selalu ingin
mencari laba yang besar. Jika ini yang menjadi tujuan
usahanya, maka seringkali mereka menghalalkan berbagai
cara. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan negatif, yang
akhirnya menjadi kebiasaan. Adalah sifat tidak baik apabila
seseorang banyak bicara dan banyak bohongnya, bila dititipi
selalu berkhianat, janji sering meleset, punya utang selalu
ditunda pembayarannya bahkan mengelak untuk membayar
bila punya kekuasaan, mempersulit orang lain dan tidak
pernah memberi kemudahan dalam hal menagih piutang,
berlaku tidak manusiawi dan sebagainya. Perilaku demikian
tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.?

Hubungan keperdataan antara PT. PLN (Persero)
dengan pelanggan tertuang dalam satu perjanjian yang
mengikat. Sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda maka
keduanya saling terikat satu lama lain. Di dalam Pasal 8 ayat 1
Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN
(Persero) dengan pelanggan yang berbunyi

“bahwa Pihak Kedua (yakni pelanggan) dilarang

menjual dan/atau memberikan tenaga listrik yang dibeli

dan diterima dari Pihak Pertama (yakni pihak PT. PLN)
kepada Pihak Lain tanpa sepengetahuan dan
persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.1?

Dalam hal ini biasanya disebut dengan praktik levering.
praktek penyaluran aliran listrik dari KWH pelanggan resmi

"Muhammad, Etika Bisnis ....., h. 31.

8Muhammad, Etika Bisnis ....., h. 37.

°Bukhari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 131.
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atau biasa disebut dengan levering, di dalam hukum Islam
levering adalah penyerahan benda dari pihak penjual kepada
pembeli sesuai bentuk dan jumlah yang sudah disepakati.
Penyerahan benda dapat dilakukan dengan beberapa cara,
antara lain: untuk benda bergerak yaitu penyerahan terjadi
dengan cara penjual menyerahkan benda tersebut dihadapan
pembeli. Untuk benda tidak bergerak, penyerahan benda
dilakukan dengan menyerahkan kunci atau berupa berkas-
berkas balik nama dan sebagainya.!

Listrik sebagai sumber energi dan penerangan,
merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat.
Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat harus menjadi
pelanggan resmi dengan mendaftar ke PT. PLN (Persero)
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi,
penyambungan tenaga listrik yang resmi ini tentu
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tidak semua
masyarakat mampu untuk mendaftarkan diri menjadi
pelanggan resmi dikarenakan kondisi finansial yang kurang
mendukung. Meskipun pada dasarnya biaya pemasangan
tenaga listrik tidak sepenuhnya diterima oleh PT. PLN
(Persero). Biaya pemasangan tenaga listrik baru baik pasca
bayar maupun pra bayar memiliki harga yang berbeda
tergantung daya yang akan digunakan. Semakin besar dayanya
maka, semakin besar juga biaya pemasangannya.

Adapun biaya pemasangan tenaga listrik yang harus
dibayar oleh pelanggan yaitu biaya sambung daya 450 VA
sebesar Rp. 1.210.000,00 tetapi biaya tersebut hanya untuk
biaya pemasangan saja di luar instalasi. Untuk tenaga listrik
pra bayar pelanggan juga dibebankan biaya sertifikat laik
operasi (SLO) yaitu 450 VA sebesar Rp. 40.000,00 sedangkan
900 VA sebesar Rp. 60.000,00 dan 1.300 VA sebesar Rp.
95.000,00. Selanjutnya biaya pertitik dari PT. PLN sebesar Rp.
125.000,00 serta dibebani biaya PPN sebesar 9%. Untuk pasca
bayar, pelanggan harus membayar Uang Jaminan Langganan
(UJL). Sebelum resmi mendaftar, lokasi rumah calon pelanggan
disurvey terlebih dahulu, kondisi lingkungannya serta gardu

YAliy As’ad, Fathul Mu’in, (Kudus : Menara Kudus, 1980), h. 192.



listrik. Harga tersebut berbeda tergantung wilayah. Sebelum
mendaftar menjadi pelanggan resmi di kantor PT. PLN calon
pelanggan harus mendapatkan sertifikat laik operasi terlebih
dahulu.12

Namun realita di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur, masih banyak warga yang belum
terdaftar secara resmi sebagai pelanggan listrik PLN.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga di
Desa Selika, bahwa ada banyak warga yang memakai aliran
listrik dengan cara menyalurkan aliran listrik dari alat meter
kilowatt hour (KWH) milik tetangga dekat rumah mereka.
Meskipun hal tersebut dilarang oleh pihak PLN, akan tetapi
banyak warga yang tetap melakukan praktik levering tersebut
dengan alasan karena mereka belum sanggup memasang alat
meter KWH sendiri di rumahnya. Alasan mengapa mereka
tidak menyambung listrik secara resmi disebabkan mahalnya
biaya instalasi dan penyambungan listrik.13

Menurut informan, warga yang melakukan praktek
levering tersebut menyalurkan aliran listrik dari rumah
tetangganya bukan berarti mereka melakukan pencurian, akan
tetapi mereka patungan membayar listrik dengan rumah
tetangga yang menyalurkan aliran listrik tersebut. Sistem
pembayarannya sendiri sesuai kesepakatan antara kedua belah
pihak. Menurut informan pembayaran listrik setiap bulannya
dibagi dua antara pelanggan resmi dan tetangga yang
memakai aliran listrik tersebut. Pembagian besaran bayaran
listrik tersebut juga disesuaikan dengan banyaknya alat-alat
elektronik yang dipakai kedua belah pihak, apabila pihak
pelanggan resmi yang ternyata lebih banyak menggunakan
aliran listrik pada alat-alat elektronik miliknya maka pihaknya
yang membayar lebih besar setiap bulannya, begitu pun
sebaliknya apabila pihak tetangganya yang ternyata lebih
banyak menggunakan aliran listrik pada alat-alat elektronik
miliknya maka pihaknya yang membayar lebih besar setiap

2Dikutip dari www.pln.go.id, Pada tanggal 10 Februari 2021.
B\Wawancara dengan Masyarakat Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur, tanggal 12 Februari 2021.



bulannya.!*Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis
ingin meneliti tentang: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktik Jual Beli Aliran Listrik (Levering) di Desa Selika 1
Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur”.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :
1. Bagaimana praktik jual beli aliran listrik (levering) di Desa
Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli
aliran listrik (levering) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui akad praktik jual beli aliran listrik
(levering) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik
jual beli aliran listrik (levering) di Desa Selika 1 Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai
berikut :
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan
informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam
menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme
sebagai calon Sarjana Hukum. Serta dapat memberikan
sumbangan pemikiran yang berdaya guna secara teoritis
tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli
aliran listrik (levering) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur.
2. Kegunaan Praktis

Y“wawancara dengan Masyarakat Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur, tanggal 12 Februari 2021.



Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai
pihak serta bagi pembaca atau pihak lainnya. Penelitian ini
diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-
penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan
penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis
mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu
diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mir'atun Khasanah Fakultas
Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri Pekalongan Tahun 2019 dengan judul:
“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek
Penyaluran Aliran Listrik (Levering) Dari Kwh Pelanggan
Resmi di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan” .°Dengan rumusan masalah yang pertama
bagaimana penerapan akad penyaluran aliran listrik levering
dari Kwh pelanggan resmi di desa Kauman Kecamatan
Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan vyang kedua
bagaimana penerapan akad penyaluran aliran listrik levering
dari Kwh pelanggan resmi di desa Kauman Kecamatan
Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam perspektif hukum
ekonomi syariah. Hasil dari penelitiannya ini adalah
bahwasanya praktek penyaluran aliran listrik (levering) dari
kwh pelanggan resmi di desa kauman kecamatan wiradesa
kabupaten pekalongan merupakan akad jual beli. Hal ini
dikarenakan, didalam praktek tersebut mengandung rukun
dan syarat jual beli sebagaimana yang tercantum didalam
kompilasi hukum ekonomi syariah. Akan tetapi kesalahan
terjadi dipihak yang disalur, karena tidak mematuhi
batasan-batasan yang sudah disepakati didalam perjanjian
jual-beli. Untuk mekanisme pembayarannya dibagi dua

“Mir’atun Khasanah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek
Penyaluran Aliran Listrik (Levering) Dari Kwh Pelanggan Resmi di Desa Kauman
Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.Skripsi:Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020. h. 89



antara pihak penyalur dan pihak yang disalur. Disisi lain
akad antara pihak PT.PLN Persero dengan pelanggan resmi
merupakan akad sewa menyewa, sebab pelanggan resmi
menggunakan listrik pascabayar dimana pelanggan resmi
menggunakan terlebih dahulu listrik kemudian baru
membayar dikemudian hari setelah jatuh tempo, yang
artinya listrik yang dipakai belum sepenuhnya milik
pelanggan resmi. Sedangkan, dalam tinjauan hukum
ekonomi syariah levering yang dipraktekan oleh pihak
pelanggan resmi dan pihak penyalur sudah mencukupi
syarat dan rukun sebagaimana yang ada didalam kompilasi
hukum ekonomi syariah. Akan tetapi secara syara” ada hal
yang tidak terpenuhi yaitu obyek yang dimana obyek
sendiri haruslah milik sendiri, hal ini jelas telah melanggar
perjanjian jual beli yang telah disepakati. Sehingga praktek
levering ini tidak sah, namun praktek tersebut boleh
dilakukan jika dalam keadaan darurat.Persamaan
penelitiandi atas denganpenelitian ini, yaitu pada akad jual
beli aliran listrik (levering). Perbedaan penelitiandi atas
denganpenelitian ini, yaitu pada obyek. Penelitian di atas
meneliti mengenai wan prestasi dari penyaluran aliran listri,
sedangkan penelitian ini tentang praktik jual beli aliran
listrik (levering) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur.

2. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Lestari Simanjuntak dengan
judul:  “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli
TenagaListrik ~ antara ~ PT.  PLN  (Persero)  dengan
Pelanggan”.®Dengan ~ rumusan masalah  yaitu: a)
Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga
listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan ? b)
Apakah upaya yang dilakukan dan sanksi yang diberikan
PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan yang melakukan
pelanggaran perjanjian jualbeli arus listrik ?. Hasil
penelitiannya, yaitu perlindungan hukum dalam hal
perjanjian jual beli tenaga listrik dalam rangka peningkatan

®Dewi Lestari Simanjuntak, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli
TenagaListrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan,JurnalPenelitian Hukum
Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam,Vol. 10 No. 2, 2017.



penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan
pula upaya penegakan hukum di bidang ketenaga listrikan.
Pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewenangan
untuk  melakukan  pembinaan dan  pengawasan
pelaksanaan  usaha  ketenaga listrikan, termasuk
pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Sanksi
terhadap pelanggaran aliran listrik ini diatur dalam pasal
19 sampai pasal 21 Keputusan Direksi PT. PLN No
1486.K/DIR/2011. Persamaan penelitiandi atas
denganpenelitian ini, yaitu pada objek penelitian yakni
tentang aliran listrik. Perbedaan penelitiandi atas
denganpenelitian ini, yaitu pada fokus penelitian.
Penelitian di atas meneliti tentang perjanjian jual beli
tenagalistrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan
dalam dalam tinjauan hukum positif, sedangkan penelitian
ini meneliti tentang praktik jual beli aliran listrik (levering)
di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten
Kaur dalam tinjauan hukum Islam.

3. Jurnal yang ditulis oleh Sapri dan Suardi Kaco dengan
judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pulsa
Token Listrik (Studi pada PLN ULP Polewali)”.77Dengan
rumusan masalah yaitu: a) Bagaimana sistem jual beli
token listrik di PLN ULP Polewali ? b) Bagaimana tinjauan
hukum Islam tentang jual beli token listrik di PLN ULP
Polewali ? bHasil penelitiannya, yaitu: Praktik jual beli
pulsa token listrik yang di lakukan oleh PT.PLN sebagai
penyedia pulsa token listrik yang melakukan kerja sama
dengan payment point untuk melakukan penjualan. Harga
yang ditetapkan untuk jual beli pulsa token listrik
merupakan kebijakan dari PLN dengan adanya daya tarif
listrik, biaya pajak penerangan jalan (pajak daerah), namun
biaya admin ditentukan oleh masing-masing payment
point. Pandangan hukum Islam tentang jual beli pulsa
token listrik dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena

YSapri dan Suardi Kaco, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli
Pulsa Token Listrik (Studi pada PLN ULP Polewali)”,Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.
JurnalPenelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam,Vol. 5 No. 1, 2020.
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terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak
bertentangan dengan hukum Islam. Persamaan
penelitiandi atas denganpenelitian ini, yaitu pada metode
penelitian yakni keduanya menggunakan metode
penelitian  kualitatif. =~ Perbedaan penelitiandi atas
denganpenelitian ini, yaitu pada fokus penelitian.
Penelitian di atas meneliti tentang sistem jual beli pulsa
token listrik di PLN ULP Polewali dalam tinjauan hukum
Islam, sedangkan penelitian ini meneliti tentang praktik
jual beli aliran listrik (levering) di Desa Selika 1 Kabupaten
Kaur dalam tinjauan hukum Islam.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu
penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan
untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian
yang obyeknya mengenai gejala-gejala atauperistiwa yang
terjadi pada suatu kelompok masyarakat.’® Jadi
penelitiankualitatif ini sebagai prosedur penelitian
yangmenghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata
tertulis atau lisan dariorang-orang dan perilaku yang
diamati.Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan
data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan
bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.l?

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif
yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian,
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-
lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
ilmiah.?0 Fenomena yang akan diteliti yaitu tentang praktik

8sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181.

Nasution, Metode Research: Penelitian llmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
h. 81.

L exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2010), h. 6.
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jual beli aliran listrik (levering) di Desa Selika 1 Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
2. Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian hukum yaitu yuridis normatif.2!
Yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah
dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar
dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-
langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.
3. Sumber Data
Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini,
yaitu :
a. Data Primer
Data primer ialah data yang langsung diperoleh
dari  objeknya ~ yang  menjadi  narasumber
langsung.Narasumber dalam penelitian ini yaitu 5
(lima) orang pelanggan resmi PT. PLN (Persero) di
Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur, dan 5 (lima) orang warga Desa
Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten
Kaur yang menggunakan aliran listrik dari rumah
tetangganya.
b. Data Sekunder
Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam
bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan,
arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan
dan undang-undang.?
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang
paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui
teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ZAbu Ahmad & Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi
Angkasa, 2002), h. 23.

?2). Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2003), h. 2.
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ditetapkan.?3Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini sebagai berikut :
a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.?* Dalam
penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara
tak terstruktur yang merupakan wawancara yang
berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara
semacam ini digunakan untuk menemukan informasi
yang bukan baku atau informasi tunggal.?®> Hasil
wawancara semacam ini menekankan perkecualian,
penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim,
penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli,
atau perspektif tunggal.

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara
terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara
memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas
iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka
yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas.
Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan
mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui
informasi yang diperlukan.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan 5
(lima) orang pelanggan resmi PT. PLN (Persero) di
Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur, dan 5 (lima) orang warga Desa Selika
1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang
menggunakan aliran listrik dari rumah tetangganya.

b. Dokumentasi

23ugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308.

| exy J. Moleong, Metodologi Penelitian ......, h. 186.

| exy J. Moleong, Metodologi Penelitian ....., h. 190.
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Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun
film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi
dan dokumen resmi.Dokumen sudah lama digunakan
dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam
banyak hal dokumen sebagai sumber data
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan
untuk meramalkan. 26

5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
datakualitatif. = Data  yang  terkumpul, dianalisis
menggunakan kerangkaberfikir induktifyaitu jalan berfikir
dengan mengambil kesimpulan daridata-data yang bersifat
khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang
praktik jual beli aliran listrik (levering) di Desa Selika 1
Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang akan
ditinjau dengan hukum Islam.
6. Teknik Keabsahan Data
Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu
triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di
luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data itu.?” Teknik triangulasi yang
paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui
sumber lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan
mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahuluy,
kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupaka bacaan dan kajian
peneliti terhadap teori dari berbagai refrensi terkait. Kajian ini
disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan,
maka sub kajian ini, kajian teori tentang Perjanjian, akad jual
beli, teori tentanglevering dan kajian tentang Ijarah.

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian ....., h. 216.
z Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian ....., h. 327.
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Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini
menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga
memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan
penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan
penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari
pokok permasalahan dan saran-saran.



BAB II
KAJIAN TEORI

A. Perjanjian Dalam Hukum Positif
1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan
persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni
overeenkomst. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan
juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk
melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan
(perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.?8

Istilah kontrak merupakan istilah yang dipakai dalam
praktek bisnis selain istilah perjanjian dan persetujuan.
Kerancuan akan istilah kontrak atau perjanjian masih sering
diketemukan dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis memahami
bahwa kedua istilah antara perjanjian dan kontrak
mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Muhammad
Syaifuddin pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah
sama, jika dilihat dari pengertian yang terdapat dalam
KUH-Perdata sebagai produk warisan kolonial Belanda,
maka ditemukan istilah “overeenkomst” dan “contract” untuk
pengertian yang sama, sebagaimana dicermati dalam Buku
III Titel Kedua Tentang Perikatan-Perikatan yang Lahir dari
Kontrak atau Persetujuan, yang dalam bahasa Belanda
ditulis “Van wverbintenissen die uit contract of overeenkomst
geboren worden”

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-
Perdatadata yang menentukan bahwa “Suatu persetujuan
adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari
definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui karena
mengandung beberapa kelemahan. Menurut Abdulkadir
Muhammad, rumusan  Pasal 1313 KUH-Perdata
mengandung kelemahan karena :2°

2. Hanya Menyangkut Sepihak Saja.

3ubekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1987, h.11
? Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bandung, 1992. h.78.
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Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya sepihak, sehingga perlu
dirumuskan “kedua belah pihak saling mengikatkan diri”,
dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-
pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.

. Kata “Perbuatan” Termasuk Di Dalamnya Konsensus.

Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan
melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan
hukum yang tidak mengandung consensus. Seharusnya
digunakan kata persetujuan.

. Pengertian Perjanjian Terlalu Luas

Luas lingkupnya juga mencangkup mengenai urusan
janji kawin yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga,
seharusnya yang diatur adalah hubungan antara debitur
dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian
yang dimaksudkan di dalam Pasal 1313 KUH-Perdata
adalah perjanijan yang berakibat di dalam lapangan harta
kekayaan, sehingga perjanjian di luar lapangan hukum
tersebut bukan merupakan lingkup perjanjian yang
dimaksudkan.

. Tanpa Menyebutkan Tujuan.

Rumusan  Pasal 1313  KUH-Perdata  tidak
mencantumkan tujuan dilaksanakannya suatu perjanjian,
sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak memiliki
kejelasan untuk maksud apa diadakan perjanjian.

Pendapat dari Abdul Kadir Muhamad didukung oleh
pendapat R. Setiawan. Menurutnya bahwa “Pengertian
perjanjian tersebut terlalu luas, karena istilah perbuatan
yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan
hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud
adalah perbuatan melawan hukum”30

. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui
apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan,

h.49

%R Setiawan, Pokok —Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979,



17

memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang
terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir
Muhammad sebagai berikut;3!

. Ada Pihak-Pihak.

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang
paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan
mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum
berdasarkan undang-undang.

. Ada Persetujuan.

Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang
bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
. Ada Tujuan Yang Hendak Dicapai.

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak
kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan undang-undang.

. Ada Prestasi Yang Akan Dilaksanakan

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai
dengan syarat-syarat perjanjian.

. Ada Bentuk Tertentu, Lisan Atau Tulisan.

Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan
secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-
undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk
tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat
dan bukti yang kuat.

Ada Syarat-Syarat Tertentu

Syarat menurut undang-undang, agar suatu
perjanjian atau kontrak menjadi sah.
. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki
akibat hukum haruslah memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian agar dapat
dikatakan sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yang diatur

** Abdulkadir Muhamad, Hukum..., h.78
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dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni  kata sepakat,
kecakapan, suatu hal tertentu, dan klausa yang halal.32
. Asas-asas Perjanjian

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang
memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental,
mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.

Di dalam KUH-Perdata dikenal beberapa asas
penting, diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut;33

. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme Dberasal dari kata latin
“consensus” yang artinya sepakat. Di dalam asas ini
terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan
dirinya dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak
terhadap pemenuhan perjanjian. Setiap perjanjian mengikat
para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai kata
sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari suatu
perjanjian. Para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi
yang diperjanjikan. Apabila dikaitkan dengan kalimat
pertama Pasal 1338 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan
undangundang berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya”. Kata “sesuai dengan undang-
undang” berarti bahwa pembuatan perjanjian yang sesuai
dengan undang-undang/hukum adalah mengikat.

Berdasarkan bunyi kalimat kedua Pasal 1338 KUH-
Perdata mengandung sifat kekuatan memaksa. Sifat
kekuatan memaksa artinya jika salah satu pihak ingin
menarik kembali (memutuskan) perjanjian, maka harus
memperoleh persetujuan dari pihak lainnya sebagai wujud
adanya kesepakatan dari para pihak dalam pemutusan
perjanjian tersebut. Jika para pihak tidak mencapai
kesepakatan, sehingga menimbulkan sengketa dalam arti
berbeda pendapat atau penafsiran tentang hukum dan
faktanya, maka sengketanya akan diselesaikan oleh
pengadilan atau arbitrse jika diperjanjikan terlebih dahulu.

*’R Setiawan, Pokok —Pokok...,h. 49
*R.Setiawan, Pokok —Pokok...,h. 53
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Dengan demikan asas konsensualisme ini tidak harus
ada pada saat pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH-
Perdata), tetapi juga harus ada pada saat pelaksanaan
perjanjian, bahkan harus pula ada pada saat pemutusan
perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum
perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup: Kebebasan
untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan
untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat
perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih
kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya. kebebasan untuk
menentukan objek perjanjian. kebebasan untuk menentukan
bentuk suatu perjanjian. kebebasan untuk menerima atau
menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat
opsional (aanvullend optional).

c. Asas Pacta Sunt Servada (Kekuatan Mengikat Perjanjian).
Istilah “pacta sunt servada” adalah merupakan suatu
perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak,
mengikat para pihak secara penuh sesuai dengan isi
perjanjian. Mengikat secara penuh artinya kekuatannya
sama dengan undang undang, sehingga apabila salah satu
pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan
dituangkan dalam perjanjian, maka oleh hukum disediakan
sarana ganti rugi atau dapat dipaksakan berlakunya.
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka dalam
buku III KUH-Perdata berdasarkan Pasal 1338 kalimat
pertama menentukan “Semua persetujuan yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.” Pasal 1339 KUH-Perdata memperluas
kekuatan mengikat ini dengan menentukan “Persetujuan
tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di
dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut
sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan,
atau undang-undang.”
d. Asas Itikad Baik
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Asas itikad baik tertuang dalam kalimat ketiga Pasal
1338 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa ”Persetujuan
harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Artinya bahwa
perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan
keadilan. Itikad baik meliputi segala tahapan hubungan
perjanjian, baik dari fase pra perjanjian, fase perjanjian, dan
fase pasca perjanjian.
B. Akad Jual Beli
1. Pengertian Akad
Al-"Agd (akad/kontrak) berasal dari kata ‘aqada-
ya'qidu-'aqdan; jamaknya adalah al-‘uqud. Secara bahasa al-
‘aqd bermakna al-rabth (ikatan), al-syadd (pengokohan), al-
taqwiyah (penguatan).3* Jika dikatakan, ‘agada al-habla
(mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu
dengan yang lain,mengencangkan dan menguatkan
ikatannya. Pengertian akad secara bahasa berarti ikatan (ar-
ribthu), perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq).
Dalam fiqih didefinisikan dengan irtibathuijabin bi
qabulin ‘ala wajhin masyruin yatsbutu atsaruhu fi mahallihi,
yakni pertalian ijab(pernyataan melakukan ikatan) dan
kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan
kehendak syariat yang berpengaruh pada objek
perikatan.3*Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah pada Buku II Bab I Pasal 20 Ayat 1 bahwa akad
adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak
atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan
perbuatan hukum tertentu.3¢
2. Pengertian Jual-Beli
Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda
atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara
kedua belah pihak, pihak yang satu menjual benda-benda
(penjual) sedangkan pihak yang lain menerimanya
(pembeli) sesuai dengan perjanjian atau ketentuan dalam

#Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2010), h.18.

*Ahmad Itham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi ..., h.19.

% Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
(Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), h. 10.
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syara’ yang telah disepakati. Sesuai dengan ketetapan
hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-
persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada
kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan
rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan
kehendak syara’.3”
3. Dasar Hukum Jual-Beli
Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut
masalah
hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar
hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam
menyelesaikan permasalahanyang akan dihadapi. Jual beli
sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman
para Nabi. Sejak zaman itu jual beli ini dijadikan kebiasaan
atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar
hukum yang disyari’atkannya jual beli dalam Islam yaitu:
a. Al-Qur’an
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ ayat 29
UQDJAJUJS.\U\Y\ML!?S.LL\?SSJA\ \;&Sb‘i\}m\cu.aﬂttg_\b
Coasy 28 R AT ) 20l 15K ¥ Kan al
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu” (Q.S An-Nisa’(4): 29)38

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan
konsekuensi iman dan konsukuensi sifat, yang dengan sifat
itu Allah SWT memanggil mereka untuk dilarang dari
memakan harta sesame secara bathil, meliputi semua cara
mendapatkan harta yang tidak di izinkan atau tidak di
berkenankan Allah SWT. Yakni dilarang olehnya diantara
dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-

%"Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 67.
*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Tajwid Dan
Terjemahan Edisi Wanita, (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 83.
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barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta
sebagai pemukanya adalah riba.3

Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT
memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan
transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai
dengan syari’at atau ketentuan yang telah Allah SWT
berikan. Dan Allah SWT menyerukan kepada manusia agar
mencari karunianya dan selalu ingat kepadanya. Dalam
firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 173:
).L...A\u.eun\M@dﬁ\uj})nj\edjeﬂ\jw\ésﬂceﬁl.d

»JJ;AQAM\U\A_&:H\)&ALCY}EDJ&

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan
bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang
(ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi
Barang siapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya)
sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (QS. Al-Bagarah (2) :173)40

Allah SWT menyebutkan beberapa jenis makanan
yang haram dalam surat ini dan melarang umat nya untuk
mengkonsumsi makanan tersebut.Suatu makanan dikatakan
halal lagi baik ialah makanan yang memenuhi persyaratan
berikut ini:4!

1) Tidak mengandung zat atau makanan yang diharamkan
Makanan halal ialah makanan yang tidak
mengandung zat yang diharamkan oleh Allah SWT
contohnya dengan mencampur makanan halal dengan

¥Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid 1I, (Jakarta: Gemalnsani 2001),h.
342.

“Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Tajwid Dan
Terjemahan Edisi Wanita., h. 26.

“'Nur Mayasari, Mengenali Makanan Halal, (Yogyakarta: Pustaka Bintang, 2013),
h. 31.
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daging babi, alkohol, maupun bahan-bahan lain yang
sifatnya haram.
2) Tidak mengandung najis atau zat berbahaya

Persyaratan ini dimaksud makanan yang demikian
tidak terkontamainasi dengan zat yang dianggap sebagai
najis. Contohnya darah, kotoran manusia, air seni, kotoran
hewan, dan lainnya. Dengan kata lain seseorang yang
meminum atau mengkonsumsi air seni atau seumpama
untuk sebagai pengobatan hal ini tetap tidak diperbolehkan
dan urin yang disebut yakni najis haram tata tertib nya
untuk dikonsumsi.4?

Demikian juga dengan =zat-zat berbahaya yang
mengandung racun, yang terdapat pada makanan olahan
yang dapat dibeli, bahan-bahan yang terkandung
didalamnya harus jelas apa saja yang dicampurkan dalam
pengolahan makanan tersebut. Zat-zat yang dapat
membahayakan tubuh jangka panjang atau pun jangka
pendek tetap saja tidak baik bagi kesehatan dan harus
dihindari dalam mengkonsumsi makanan yang bentuk nya
makanan olahansendiri. Dan kemudian Allah SWT
berfirman didalam firmannya yang berbunyi : L

e WOV A DA ) Sl O
“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Bagarah : 275)43

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam
bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang
menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh
melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang
bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas
manusia.

“Ahmad Musyafiq Nur Qodirun, Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Imani,
2011), h. 187.
*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Tajwid
Dan Terjemahan Edisi Wanita., h.48
“Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet 1, Prenada
Media, Jakarta, 2005, h. 101
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Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat
hina. Riba juga tidak sedikit juga dengan kehidupan orang
beriman. Kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang
melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi
muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah
berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu,
bahkan diampuni oleh Allah#

. Hadits

Dalam hadits Rasulullah SAW, juga disebutkan
tentang diperbolehkan nya jual beli, sebagaimana Hadist
Rasulullah SAW bersabda:

j@”?;;,’\; §3\;;\J.awjmmau$m\aﬂ;myjebdw)u;
46 N T R O
(S ammo gyl ol)) 375 o8 0S5 oy 5 T SR

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi'i ra. bahwasannya Nabi Saw,
pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?”, Maka
beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangan nya
sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R Al-Bazzar dan
dianggap shahih menurut Hakim).

[jma’

Para ulama figh dari dahulu sampai sekarang telah
bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalam
nya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena
manusia tidak bias memenuhi kebutuhan hidupnyatanpa
bantuan orang lain.#” Alasan inilah yang kemudian
dianggap penting, Karena dengan adanya transaksi
seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang
diperlukan dari orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hokum sebagai mana
penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah
mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan
didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli.

*Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Tafsir AlAzhar,
Juzu® 1-2-3, Yayasan Nurul Islam, h. 65
**1bid., 190.
*"Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah. h. 275.
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Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia
sejak masa Rasululah SAW, hingga saat ini menunjukkan
bahwa umat telah sepakat akan disyari’atkan nya jual beli.*8
d. Macam-Macam Jual-Beli
Jual beli menurut ulama Malikiyah ada 2 (dua)
macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli
bersifat khusus.

1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-
menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan
kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua
belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak
menyerahkan ganti penukaran atas seuatu yang
ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan
manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat
(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi
bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula
kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya
bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat
direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak
merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si
pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui
sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.#

e. Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES) Buku II tentang akad dalam bab I tentang

Ketentuan Umum pasal 20 ayat 2, bahwa pengertian jual beli

atau bai* adalah

Jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda

dengan uang.22 Secara etimologi jual-beli diartikan sebagai

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).50

Adapun jual beli secara istilah (terminology) adalah
“Pertukaran barang dengan barang (yang lain) atau

*® Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, Jilid ke12, (Bandung: PT. Al-ma’arif, 2000), h. 46.
* Hendi Suhendi, Figh Muamalah ..., h. 69.
*Dr, Madani, Hukum Ekonomi Syariah, h. 95-96.
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pertukaran harta dengan harta (yang bermanfaat) atas dasar
saling rela dengan cara yang tertentu (Akad)”24 Jual beli
dalam istilah figh disebut dengan al-bai“ yang berarti
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu
yang lain. Lafal al-bai“ dalam bahasa Arab terkadang
digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira
(beli). Dengan demikian, kata al-bai berarti jual, tetapi
sekaligus juga berarti beli.5! Sedangkan dalam syariat Islam,
jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain
berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan
pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik
lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.52

f. Rukun dan Syarat Jual-beli

1) Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para

ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut wulama
hanafiyah, rukun jualbeli adalah ijab dan qabul yang
menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan
ucapan ataupun perbuatan. Adapun rukun jual beli
menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:
a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b) Sighat (lafal ijab dan kabul)
c) Ada barang yang dibeli
d) Ada Nilai Tukar Pengganti Barang®

2) Syarat Jual-Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan

memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan
beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan
dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan
objek yang diperjualbelikan. Pertama, yang berkaitan
dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi
dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang
sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah
transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz,

>'Hendi Suhendi, Figh Muamalah ..., h. 76

>>Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 118.



27

orang gila atau orang yang dipaksa. Maka dalam hal ini
syarat jual beli dapat kita lihat dari segi subjek dan objeknya.
Adapun dari subjeknya adalah :

a) Syarat Yang Terkait Subjek Akad (Agid)

Agidatau orang yang melakukan perikata nya itu
penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak
mungkin terlaksan tanpa kedua belah pihak tersebut.
Seseorang yang beraada terkadang orang yang memiliki hak
dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama figih
sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus
memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakalatau
tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar
dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi
jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh
karena itu,anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang
gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa
pengawasan dari walinya, dikarenakanakan menimbulkan
berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan
dan sebagainya dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-

Nisa’ayat 5: N . o oL
3 50T b 2h 585515 L ST Jas Al STal ol A5 Y5
5,32 Y3 24 T 4
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-
orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang
ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai
pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari
hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata

yang baik.” (QS.An-Nisa’(4): 5)%*

2) Bukan Paksaan
Hendak nya transaksi ini didasarkan pada prinsip-
prinsip relasama rela yang didalamnya tersirat makna
muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan

*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Tajwid Dan
TerjemahanEdisi Wanita., h. 76.
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terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan
bukan atas dasar hendaknya sendiri adalah tidak sah.5
Prinsip ini menjadi pegangan para fuqaha, dengan
mengambil sandaran firman Allah SWT QS. An-Nisa’ ayat
29:
usa)mu)SJu\Y\dH\_\?S.meﬁ}A\ \}SSMY\}M\eu.d\LQ_M
Lua‘)(ss.\u\s&)\ u\?S...us.‘\ \jk\SSY}eS-\Aua\‘).\
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesame mu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29)>

Berdasarkan isi kandungan ayat diata smenjelaskan
bahwalarangan memakan harta yang berada ditengah
mereka dengan bathil itu mengandung makna larangan
melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak
mengantar masyarakat kepada konsekuen bahkan
mengantarkan nya kepada kebejatan dan kehancuran,
seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang
mengandung penipuan, dan lain-lain.

Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu
mengandung dua makna, salah satu nya adalah bahwa
Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan
oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk
diperjual belikan atas dasar suka sama suka.>” Maka dari itu,
Allah SWT menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan
atas dasar suka sama suka.

3) Tidak Pemboros (Tidak Mubazir)

® Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Hukum lIslam, (Bandung:
Diponegoro,
1992), h. 81.

®Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Tajwid Dan
Terjemahan Edisi Wanita.h. 83.

*Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm,
Penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Iman Awaluddin Jilid 2, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2013),h. 1.
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Tidak pemboros disini adalah para pihak yang
mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukan
lah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros
didalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang
tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat
melakukan sendiri suatu perbuatan hokum walaupun
kepentingan hokum itu menyangkut kepentingannya
sendiri.

Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hokum
berada di bawah pengampunan atau perwalian, setiap yang
melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah
pengampunya atau walinya.”® Sebagai mana terdapat dalam
Firman Allah SWT dalam QS. Al- Isra Ayat 27:

1) 55 237 Ll 85 Gl 530 538 6,5 &)
Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah

saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat
ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra’ : 27)%

Berdasarkan isi kandungan dari ayat diatas yaitu
sebab orang-orang yang meghambur-hamburkan harta
secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan.
Mereka  menerima godaan manakala setan-setan
memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan
membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan
adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula
kawannya, akan sama seperti sifat setan.

4) Baligh

Menurut hukum Islam dikatakan béaligh atau dewasa
apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang
(haid) bagian hak perempuan, oleh karena itu transaksi jual
beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan
demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan
mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum

*Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet-2, (Jakarta: Sinar
Grafika,
1996), h. 36

*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Tajwid Dan
Terjemahan Edisi Wanita.h.284.



30

dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum
bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa
anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan
jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak
bernilai lagi.®0

5) Syarat Yang Terkait Objek Akad (Ma’qud “Alaih)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya
transaksijual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya

Artinya objek atau barang yang diperjual belikan
bukan lah barang yang dikategorikan barang yang najis atau
barang yang diharam kan oleh syara”. Barang yang
diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang
belum disamak (menyucikan kulit hewan).

b) Dapat Dimanfaatkan

Imam Syafi’i menyatakan bahwa setiap binatang buas
yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung
rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan
burung bughats (sejenis burung kecil), atau pun beberapa
jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat
dimakan dagingnya tidak boleh diperjual belikan.6!

Para fuqaha lainnya, seperti yang dikemukakan Ibnu
Wahb dari kalangan Malikiyah mempunyai pendapat yang
sama dengan Imam Syafi*i.6?

c) Milik Orang Yang Melakukan Akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan
transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari
barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin
dari pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual
beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau

K humedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan
Bisnis). h. 143.

®* Imam Syafi’i, Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkssan Kitab All Umm,
Penerjemah:
Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2.,h. 1.

®2lbnu Rusyd, Bidayatu’l Mujatahid, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A.
Haris Abdullah, Juz 111, Semarang: Asy-Syifa®, 1990, h. 7
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berhak berdasarkan kuasa si pemiliksah, dipandang sebagai
jual beli yang batal.
Dapat Di serah Terimakan

Maksudnya  adalah  bawaan  barang yang
ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi,
tetapi hak itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika.
Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada
waktu penyerahan secara syara” dan rasa.
Barang Yang Diketahui Barangnya

Maksudnya adalah barang yang diketahui setelah
penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat,
dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan
barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka
perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut
mengandung unsur penipuan (ghdrar). Oleh karena nya,
penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjual
belikan.
Barang Yang Ditransaksikan Ada Ditangan

Maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah
wujud pada waktu akad di adakan penjualan atas barang
yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah
dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah
rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.
Syarat Yang Terkait Sighat

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang
sangatpenting dalam jual beli, sebab tanpa adanya sighat
(ijab dan gabiil) maka jaul beli tidak sah.
Levering
Pengertian Levering

Levering merupakan salah satu cara untuk
memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak
milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada
orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Cara
memperoleh hak milik dengan levering merupakan cara
yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat
sekarang. Yang dimaksud hak milik dalam KUHPerdata
Pasal 570 yaitu:
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“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu
kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas
terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya,
asal tidak bersalahan dengan Undang-undang atau
peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang
berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak
orang lain kesemuanya itu dengan tidak mengurangi
kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan
umum berdasar atas ketentuan Undang-undang dengan
pembayaran ganti rugi”.®3

Perkataan levering mempunyai dua arti yaitu: 1)
Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka
(feitelijke levering); dan 2) Perbuatan hukum yang bertujuan
memindahkan hak milik kepada orang lain (juridische
levering).6* Sedangkan levering menurut KUHPerdata Pasal
1475 yaitu: “Penyerahan adalah suatu pemindahan barang
yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan
pembeli”.65

Setiawan mengemukakan, bahwa menurut hukum
perdata yang dimaksud dengan penyerahan itu adalah
penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya
kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak
milik atas benda itu. Penyerahan (levering) sebagai suatu
perbuatan hukum untuk mengalihkan atau memindahkan
hak milik oleh seseorang kepada orang lain bukanlah
merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri melainkan
perbuatan hukum penyerahan (levering) merupakan tindak
lanjut dari suatu perbuatan hukum yang menjadi dasar atau
yang disebut sebagai alas hak (titel) dari penyerahan itu.%®

Dalam hal ini perbuatan hukum yang menjadi dasar
atau alas hak (titel) dari penyerahan adalah didasarkan atas
persesuaian kehendak yang bermaksud mengalihkan hak
milik atas kebendaan itu (obligatoir overeenkomst). Adapun

124,

®3Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 570.
® | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.

%K jtab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1475.
% | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan ..., h. 130.
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perjanjian-perjanjian obligatoir (obligatoir overeenkomst) yang
bertujuan memindahkan hak milik yang diatur dalam
KUHPerdata adalah berupa perjanjian jual beli, perjanjian
tukar-menukar, dan perjanjian hibah.

Melihat beberapa pengertian levering di atas, dapat
diambil kesimpulan bahwa levering merupakan perbuatan
hukum yang ditempuh guna memindahkan hak milik atas
barang dari penjual kepada pembeli.

Macam-Macam Levering

Levering merupakan perbuatan hukum (yuridis) yang
bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang
yang diperjual-belikan dari penjual ke pembeli. Kewajiban
menyerahkan hak milik bagi penjual meliputi segala
perbuatanyang menurut hukum diperlukan untuk
mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.
Hukum dalam arti luas adalah rangkaian peraturan-
peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota
masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud barang atau benda adalah
segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa
mempedulikan jenis atau wujudnya.®” Dalam hukum
perdata secara umum benda dapat dibedakan menjadi dua
macam yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Maka
menurut pembagian benda, levering juga dibedakan menjadi
dua macam yaitu levering benda bergerak dan levering benda
tak bergerak. Sebagaimana Pasal 504 KUHPerdata yaitu:
“Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak
satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua
bagian berikut” .68
Ijarah
Pengertian ljarah

Ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-
iwadh (kompensasi).® Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa
secara syara’, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna
dari benda ataupun jasa yang diiringi dengan pembayaran

o7 | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan ..., h. 142.
®8K itab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 504.
®*Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, CV.Pustaka Setia : Bandung, 2001, h 121



34

upah ataupun bayaran sewa tanpa diiringi dengan
perpindahan hak kepunyaan.”0

[jarah dalam makna [ughat merupakan balasan,
tebusan, ataupun pahala. Bagi syara berarti melaksanakan
akad mengambil khasiat dari suatu yang ia terima dari
orang lain dengan membayar selaras dengan apa yang
diperjanjikan. Karena sudah ditetetapkan dengan syarat-
syarat tertentu pula’l.

Ulama Syafi'iyah berkomentar ijarah merupakan akad
atas sesuatu kemanfaatan yang memiliki iktikad tertentu
serta mubah, dan menerima pengganti ataupun kebolehan
dengan pengganti tertentu. Ada pula ulama Malikiyyah
serta Hanabilah mengumakakan kalau ijarah merupakan
menjadikan kepunyaan sesuatu kemanfaatan yang mubah
dalam waktu tertentu dengan pengganti. Secara terminologi,
terdapat sebagian definisi al-ijarah yang dikemukakan para
ulama fiqih.

Bagi ulama Syafi'iyah, ijarah merupakan akad atas
sesuatu kemanfaatan dengan pengganti. Bagi Syafi’i
Antonio, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas
benda ataupun jasa, lewat sewa tanpa diiringi dengan
pemindahan kepemilikan atas benda itu sendiri.”?

Helmi Karim menemukakan bahwa ijarah secara
bahasa berarti upah ataupun imbalan, karena itu lafadzijarah
memiliki penafsiran universal yang meliputi upah atas
kemanfaatan sesuatu barang ataupun imbalan atas suatu
aktivitas ataupun upah sebab melaksanakan suatu.”

Sehingga dengan demikian Ijarah merupakan sesuatu
wujud muamalah yang mengaitkan kedua belahpihak, yakni
orang yang menyerahkan benda yang bisa dimanfaatkan
kepada orang yang bekerja guna diambil faedahnya dengan
penggantian ataupun suatu penukaran yang sudah

"Syhrawardi K Lubis, Farid Wadji, Hukum Ekonomi Islam, PT. Sinar Grafika :
2014, h. 156

"'Nasrun Haroen, Figih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 228

?Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah,..., h.121-122

"*Gufron A.Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2002, h. 181
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ditetetapkan oleh syara’” tanpa diakhiri dengan

kepemilikan.Ada dua jenis Ijarah dalam hukum islam yang

terdiri dari:

a. ljarah yang berhubungan dengan sewa jasa, ialah
mempekerjakan jasa seorang dengan upah yang berupa
imbalan jasa yang disewa.

b. Jjarah yang berhubungan dengan sewa asset ataupun
properti, ialah memindahkan hak buat mengenakan dari
asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan bayaran
sewa.”4

2. Dasar Hukum Jjarah
Al-Ijarah merupakan akad yang di perbolehkan, hal
ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-qur*an,

Hadits maupun ijma ulama. Namun demikian terdapat

ulama yang tidak membolehkannya, diantaranya Abu Bakar

Al Ashamm, Ismail bin“Aliyah, Hasan Basri dan lainnya,

dengan alasan, jika di gunakan giyas (analog) akad al-Ijarah

identik dengn ba"i al ma“dum yang dilarang, manfaat
sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad, akan tetapi
pendapat ini disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan
bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad,
namun akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.”
Dasar-dasar hukum atau rujukan Ijarah yang lazim
digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur*“an,
Hadis dan Ijma* sebagai berikut:
a. Surat Az-Zukhruf: 32

e 655 "W 5l 8 ool By 0B (270t 255 52t
e 83 58 Jgy S5 T8 b Lass i I8 isd ek 5
Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat
tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dankami

telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat,agar sebagian mereka dapat

"Acara, Akad Dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2008, h.99.

"Qyifa Kamilatussholihah, (Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari’ah Bina
Muamalah Ta’awun Kota Bekasi),UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2018. h. 45
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mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-
Zukhruf: 32).76
. Surat At-Talaq; 6 é L
SR G N Gl o
Artinya : kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)Mu untukmu maka berikanlah kepada mereka
upahnya,””

. Rukun dan Syarat Ijarah
. Rukun Jjarah

Rukun Jjarah adalah adanya pihak yang menyewa
(musta’jir), pihak yang menyewakan (mu’jir), ijab dan qabul
(sigah), manfaat barang yang disewakan dan upah.28 KHES
menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun Ijarah adalah :
pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang
di Jjarahkan dan akad. Masing-masing rukun ini
mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam
masalah syarat [jarah.

Menurut hanafiyah rukun al-Ijarah hanya satu ijab
dan qabul dari kedua belah pihak yang bertansaksi. Adapun
menurut jumhur ulama rukun Jjarah ada empat yaitu dua
orang yang berakad sighat (ijjab dan Kabul) sewa atau
imbalan manfaat. Baik dari suatu barang yang disewa ayau
jasa dan tenaga orang yang bekerja”8
. Syarat ljarah

Dari rukun Jjarah yang sudah dijelaskan,
masingmasing rukun itu memiliki syarat-syarat sebagai
berikut : 7
1) Mu"jir dan Mustajir adalah dua orang yang melakukan

akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu "jir
adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan,
Mustajir adalah orang yang menerima upah untuk
melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, di syaratkan

"®Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Mushaf Al-Qur’an ....., h.491
""Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Mushaf Al-Qur’an ....., h 817
’®Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, CV.Pustaka Setia : Bandung, 2001, h 121
®Nasrun Haroen, Figih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 228
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pada mujir dan mustajir adalah baligh, berakal, cakap,
melakukan tasharuf, (mengendalikan harta), dan saling
meridhai Allah SWT.

Shighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir, ijab kabul
sewa-menyewa dan wupah mengupah, ijab kabul
sewamenyewa, misalnya : “aku sewakan mobil ini
kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”. maka musta“jir
menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan
harga demikian setiap hari”. Adapun ijab kabul upah-
mengupah, misalnya : seseorang berkata, “kuserahkan
kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah
setiap hari Rp. 5.000.00”, kemudian musta’jir menjawab
“akan aku kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang
engkau ucapkan”. Manfaat yang menjadi objek al-Ijarah
harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan
dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek
yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

Ujrah, disyari“atkan diketahui jumlahnya oleh kedua
belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam
upah mengupah. Objek al-Ijarah itu boleh diserahkan dan
digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh
sebab itu, para ulama figh sepakat, bahwa tidak boleh
menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan
dimanfaatkan langsung oleh penyewa,dan objek al-Ijarah
itu sesuatu yang dihalalkan oleh Syara“. Oleh sebab itu
para ulama figh sepakat mengatakan tidak boleh
menyewa seseorang untuk membunuh ornag lain,
demikian juga tidak boleh mnyewakan tempat-tempat
maksiat.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan
dalam wupah mengupah, disyari“atkan barang yang
disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
Hendaklah barang yang menjadi objek akad
sewamenyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan
kegunaanya.

Hendaklah benda-benda yang objek sewa menyewa dan
upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan
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pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa
menyewa).

c) Manfaat dari benda yang di sewakan adalah perkara
yang mubah (boleh) menurut syara, bukan hal yang
dilarang (diharamkan).

d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ,ain (zat)- nya
hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam
akad Objek al-Jjarah itu merupakan sesuatu yang bisa
disewakan seperti: rumah, kendaran dan alat-alat
perkantoran. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad
sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan
dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur
pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang
pohon bukan dimaksudkan seperti itu

e) Yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi
penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan
shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang
belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para
ulama figh sepakat mengatakan bahwa akad sewa
menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji
merupakan kewajiban peneywa itu sendiri.

f) Upah upah atau sewa dalam Ijarah harus jelas, tertentu
dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam rukun Ijarah ijab qobul berupa
pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, pihak-
pihak yang berakad, objek akad yaitu manfaat barang
dan sewa, manfaat jasa dan upah.

4. Macam-macam ljarah

Akad Jjarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama

tikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 8

a) ljarah yang bersifat manfaat, pada Ijarah ini benda atau
barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya,
sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian,
perhiasan, lahan kosong yang di bangun pertokoan dan
sebagainya.

¥Gufron A.Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2002, h. 181
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b) ljarah yang bersifat pekerjaan, pada Ijarah ini seseorang
mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan
hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak
mengundang unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan
kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. ljarah seperti
ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji
Al-Qur“an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat
kerjsama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang
menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak.,
seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.



BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Singkat Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning

Kabupaten Kaur

1. Sejarah Singkat Desa Selika I Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur

Desa Selika I adalah salah satu desa di wilayah

administrasi Kabupaten Kaur Kecamatan Tanjung Kemuning
berdiri pada tahun 2005 Perluasan Desa ini. Berawal dari
keinginan masyarakat Siapa yang mau pelayanan pemerintah
lebih dekat dan efektif Panitia pemekaran desa dibentuk pada
awal 2005, dan Saat itu, dia langsung mengajukan
permohonan pemekaran desa. Pemerintah Kabupaten Kaur.8!

Melalui berbagai hal, kembangkan sesuai aturan
Hukum yang berlaku mulai dari penetapan nama desa,
pembagian wilayah, Pembagian kekayaan di desa akhirnya
resmi menjadi desa Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007
tentang Pembentukan Desa Baru. Hasil pemekaran desa yang
dilakukan bersama perangkat kepala desa di Kabupaten
Kaur:82

2. Letak Geograifs Desa Selika I Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur
Desa Selika mempunyai wilayah 250 Ha dengan
jumlah penduduk sebanyak 392 jiwa dengan jumlah Kepala
Keluarga 114 KK. Adapun batasbatas Desa Selika yaitu:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanjung Kemuning
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Seranjangan
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa tanjung Iman
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia%
B. Situasi dan Kondisi Masyarakat Desa Selika I Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
1. Jumlah Penduduk Desa Selika I Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur
Penduduk Desa Selika berasal dari berbagai daerah
yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang

81Arsip Desa Selika | Tahun 2021
82Arsip Desa Selika | Tahun 2021
83Arsip Desa Selika | Tahun 2021
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paling dominan adalah warga pribumi. Berikut data jumlah
penduduk Desa Selika.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Desa Selika I

Jumlah Jenis Kelamin
Kepala : : Jumlah
Keluarga Laki-Laki | Perempuan

114 KK 182 176 358

Sumber : Arsip Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur Tahun 2021

Situasi Ekonomi Masyarakat Desa Selika I Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Kondisi ekonomi masyarakat Selika secara garis besar
tidak terlihat jelas perbedaannya antara warga miskin, sedang
dan kaya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mata
pencaharian di sektor perkebunan karet dan sawit. dan
sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, tukang dan
pedagang. Berikut data mata pencaharian penduduk:

Tabel 3.2

Sumber Pencarian Masyarakat Desa Selika I

NO Jenis Pekerjaan Persentase
1 | Petani 75%
2 | Pedagang 10%
3 | PNS, POLRI/TNI 5%
4 | Buruh 10%

Sumber : Arsip Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur
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3. Latar Belakang Pendidikan Masyarakat Desa Selika I

Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Pendidikan  adalah  faktor terpenting dalam
menentukan perubahan Sosial budaya masyarakat desa Selika
dengan latar belakang Pendidikan, tingkat pendidikan
dikatakan cukup baik. Tingkat Pendidikan Ditandai dengan
lulusan terdaftar, mulai dari yang terendah Mencapai tingkat
pendidikan tertinggi. Lebih jelasnya bisa Menurut data yang
diperoleh dari tingkat pendidikan penduduk Selika Dengan
rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3

Latar Belakang Masyarakat Desa Selika I

No Jenjang Pendidikan Jumlah
1 | Tidak Tamat SD 112
2 | Tamat SD 115
3 | Tamat SLTP 98
4 | Tamat SLTA 53
5 | Tamat Sarjan 20

Sumber : Arsip Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur

4. Sarana dan Prasarana Desa Selika I Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur
Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Desa
Selika sudah cukup memadai. Kemudian untuk lebih jelasnya
mengenai sarana dan prasarana di Desa Selika dapat dilihat
dari tabel berikut ini :

No | Jenis Sarana Jumlah
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1 Masjid 1 Unit

2 Kantor Desa 1 Unit

3 Sekolah -

4 Poskamling 1 Unit

5 TPU 2 Lokasi

6 Sumur Bor 7 Unit

Sumber : Arsip Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur

5. Struktur Organisasi Desa Selika I Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Akad Jual Beli Aliran Listrik (Lavering) di Desa
Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Listrik adalah kebutuhan vital yang sangat dibutuhkan
oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari dalam
rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya listrik,
masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya di siang dan malam
hari tanpa mengalami kendala. Banyak sekali produk-produk
yang di hasilkan oleh masyarakatyang memanfaatkan dan
membutuhkan tenaga listrik.

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara baik berarti
mendorong faktor pertumbuhan ekonomi dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan umum. Tenaga listrik mempunyai
peranan yang penting dalam Pembangunan Nasional pada
umumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi
pada khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur.84

Akan tetapi, di Desa Selika I Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur. Beberapa Masyarakat melakukan
transaksi jual-beli aliran listrik di provider lain yang tidak ada
kerjasamanya dengan PT. PLN Persero Tbk, melainkan transaksi
terebut dilakukan kepada masyarakat itu sendiri, seperti membeli
aliran listrik kepada tetangga sebelah rumah.

Hal ini dilakukan dikarenakan keterbatasan ekonomi
untuk memasang Kwh Ampere di rumah masing-msing dengan
alasan harga pemasangan Kwh dinilai mahal oleh Masyarakat
setempat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Septi Selaku Pihak
yang disalurkan, berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap
beliau yakni :

“Hal ini dilakukan dikarenakan dengan desakan ekonomi

yang amat meningkat, jangankan untuk memasang Kwh

ampere di rumah, untuk mencukupi kebutuh makan dan
rumah tangga yang lain saja amat susah. Maka, saya dan
keluarga membeli aliran listrik kepada tetangga untuk
menyalurkan aliran listrik dari Kwh rumahnya kepada
rumah kami” 85

84R.Setiawan, Pokok —Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979, h.49
®Hasil wawancara bersama Ibu Septi di Desa Selika | Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur
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Lalu Peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak
Maharudin selaku pihak yang menyalurkan aliran listrik ke
rumah tetangganya yaitu Ibu Septi. Yakni sebagai berikut :

“iya, kami memberikan aliran listrik kepada Ibu Septi,

dengan alasan ketidakmampuan memasang Kwh listrik di

rumahnya, akan tetapi Ibu septi memberikan bantuan

biaya untuk membayar ke pihak PLN dengan kesepakatan

50%, dan juga sebagai upaya kami sebagai tetangga untuk

membantu beliau”s¢

Kemudian peneliti juga turut serta mewawancarai Bapak
Pantri selaku pihak yang disalurkan, beliau bekerja sebagai petani
di Desa Selika I Kecamata Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur,
berdasarkan hasil wawancara bersama responden, bahwasanya :

“Terus terang, Bapak melakukan hal ini karena tidak

sanggup untuk melakukan pembayaran kepada pihak

PLN untuk memasang Kwh Listrik di rumah Bapak, hal

ini disebabkan karena pemasangannya cenderung mahal

dan diluar dari hasil pendapatan sehari-hari, sehingga ibu
sekeluarga memutuskan untuk membeli kepada tetangga
sebelah rumah untuk meringankan dan mencukupi
kebutuhan rumah tangga sehari-hari”.87

Bapak Diswan selaku pihak yang menyalurkan aliran
listrik ke rumah Bapak Pantri pun tak luput dari wawancara
peneliti didalam penelitian ini dikarenakan beliau turut
menyalurkan aliran listrik kepada Bapak Pantri, beliau
mengatakan :

“Karena kondisi ekonomi yang amat melilit, ditambah

dengan situasi pandemic saat ini amat memperparah

kondisi ekonomi dari sebagian Masyarakat Desa Selika I,

harga pangan meroket dan harga dari hasil perkebunan

pun tak kunjung naik. Maka, dengan cara seperti ini
sekiranya mampu saling meringankan kondisi ekonomi
antar satu sama lain”s8

Sementara itu peneliti pun ikut serta untuk mewawancarai
Kepala Desa di tempat penelitian berlangsung, dari hasil

®Hasil wawancara bersama Bapak Maharudin di Desa Selika | Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

¥ Hasil wawancara bersama Bapak Pantri di Desa Selika | Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur

8 asil wawancara bersama Bapak Diswan di Desa Selika | Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur
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wawancara yang telah dilakukan Kepala Desa mengakui
bahwasanya beliau mengetahui mengenai persoalan warganya.
Beliau mengatakan :

“lya, saya mengetahui perihal permasalahan tersebut.

Saya sudah mencoba menanyakan kepada yang

bersangkutan. Rata-rata jawaban dari yang bersangkutan

terhambat di persoalan ekonomi, maka kami sudah
mengupayakan untuk meneruskan ke pihak PLN akan
tetapi masih belum menemukan solusinya”#?

Berdasarkan uraian diatas maka disini peneliti
mempunyai argumentasi sendiri terhadap praktek penyaluran
aliran listrik Kwh (lavering) di Desa Selika I Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur. Bahwasanya pelaksanaan akad jual
beli tersebut antara pelanggan resmi dengan pelanggan yang
tidak resmi merupakan praktek akad jual beli. Sebab, didalam
praktek penyaluran tersebut terdapat rukun dan syarat jual-beli,
seperti pihak-pihak yang terkait, obyek akad, serta kesepakatan
antara dua pihak tersebut. Akan tetapi terjadi kekeliruan yang
dilakukan oleh pihak yang disalurkan. Dikarenakan hal tersebut
tidak menyepakati hal hal yang tertuang didalam peraturan yang
tertuang didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara
pelanggan resmi dan PT. PLN Persero TBK.

Untuk mekanisme dari praktik jual beli yang dilakoni oleh
kedua belah pihak yang bersangkutan ini, dilaksanakan dengan
sistem iuran bersama. Dimana pelanggan tidak resmi
memberikan setengah dari pembayaran kepada pihak pelanggan
resmi untuk dibayarkan ke PT. PLN. Akan tetapi ada pula
Masyarakat yang memberikan batasan iuran sekian rupiah yang
dihitung secara perbulan.

Dan disamping itu pula akad yang dilakukan antara
pelanggan resmi dengan PT. PLN Persero merupakan akad ijarah
ataupun sewa-menyewa. Hal ini dikarenakan, pelanggan resmi
sendiri memakai sistem aliran Istrik yang sifatnya itu pasca bayar,
yakni pelanggan resmi memakai aliran listrik terlebih dahulu
kemudian membayarkan kepada pihak PLN di hari yang telah
ditentukan. Yang bila dimaknai aliran listrik yang dinikmati oleh
pelanggan resmi sendiri tidak sepenuhnya dimiliki oleh
pelanggan resmi.

¥Hasil wawancara bersama Bapak Kepala Desa Selika | Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual-Beli Aliran

Listrik (Lavering) di Desa Selika I Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur.

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk
sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi
haknya diperlukan adanya suatu tatanan hukum yang mampu
mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-
masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain untuk
menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak
negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut
lazim disebut Hukum Islam.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi
segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu
berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu cara untuk
memperolehnya adalah dengan cara bekerja.%

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda
(barang) yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua
belah pihak, atau ketentuan yang telah dibenarkan syara“ dan
disepakati. Ketentuan syara“ adalah bahwa dalam jual beli harus
memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal
lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-
rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai
dengan kehendak syara“.%!

Jual beli merupakan bagian dari ta “awun (tolong-
menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan
uang sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang
sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan
yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Subhanahu
wata "ala.”?

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas,
mengenai pelaksanaan akad jual-beli aliran listrik di Desa Selika I
Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Maka, di sub
pembahasan ini peneliti akan menjabarkan perihal tinjauan dari
hukum Islam mengenai Praktek akad jual-beli yang dilaksanakan
oleh Masyarakat di Desa tersebut.

h.68

h.70

Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Cet 9,
*Abdul Rahman Ghazali dkk, Figih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010) Cet.1

*Qamarul Huda, Figih Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011) h. 52
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Dinilai dari syarat dan rukun jual beli sendiri, bahwasanya
untuk pihak-pihak yang bersangkutan (yang berakad) itu sudah
mencukupi syarat dari jual beli seperti pihak yang berakad
memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni
dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan
memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang
belum mumayyiz, orang gila atau orang yang dipaksa, dinilai dari
segi sighat pihak yang berakad melafalkannya dengan
menggunakan bahasa daerah dan sudah terpenuhi, Sedangkan
untuk objek yang diakadkan terdapat beberapa syarat yang
terpenuhi da nada pula salah satu syarat yang tidak terpenuhi,
syarat yang terpenuhi untuk obejk yang diakadkan ialah barang
tersebut suci dan bisa dimanfaatkan akan tetapi barang tersebut
bukanlah milik dari pihak pelanggan resmi melainkan dari
PT.PLN hal inilah yang membuat syarat dari objek
yangdiakadkan tidak terpenuhi. Karena sebagaimana yang kita
ketahui bersama, bahwasanya syarat dari objek akad sendiri itu
haruslah dimiliki oleh pemilik objek atau barang itu sendiri.
Maka, dengan mengalirkan aliran listrik dari pelanggan resmi ke
pelanggan tidak resmi. Karena pada dasarnya pelanggan resmi
itu menyewa aliran listrik dari pihak PLN dengan menggunakan
metode Pascabayar, yakni pelanggan resmi menggunakan terlebih
dahulu listrik dari PLN kemudian membayarnya setelah habis
waktu yang telah ditentukan.

Disamping itu pula pelanggan resmi telah nyata dan
terbukti telah melanggar ketentuan yang telah tertuang didalam
surat perjanjian jual-beli tenaga listrik yang termaktub didalam
Pasal 8 Ayat 1 antara pihak PLN dengan pelanggan resmi itu
sendiri. Sehingga hukum dari praktek akad jual-beli aliran listrik
di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur,
tidak valid atau tidak sah dilaksanakan. Hal ini disebabkan
karena, adanya ketentuan ataupun syarat dari akad yang telah
diakadkan secara bersama-sama.

Penyaluran aliran listrik (lavering) dari Kwh pelanggan
resmi kepada pelanggan tidak resmi, pihak yang menyalurkan ini
sudah relevan ataupun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari
jual-beli itu sendiri. Akan tetapi, berdasarkan aturan syara’,
terdapat ketentuan ataupun syarat dari objek akad yang tidak
terpenubhi.

Akan tetapi, terdapat pengecualian akad tersebut
sekiranya bisa dilaksanakan apabila yang bersangkutan
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mengalami keterpurukan secara finansial. Dan tentunya keadaan
ini sifatnya terpaksa, dalam keadaan yang amat benar-benar
membutuhkan obyek yang diakadkan.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Jual-Beli Aliran Listrik (Lavering) di Desa Selika I Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, memang sudah nyata
terjadi disana. Masyarakat melakukan hal tersebut lantaran
terpaksa dikarenakan keterbatasan ekonomi untuk memasang
Kwh Ampere di rumahnya. Sementara itu mekanisme dari
praktik jual beli yang dilakoni oleh kedua belah pihak yang
bersangkutan ini, kedua belah pihak melakukan perjanjian
atau kesepakatan harga yang telah di sepakati, dalam jangka
waktu tertentu, dan saling memberikan manfaat. Dimana
pelanggan tidak resmi memberikan setengah dari
pembayaran kepada pihak pelanggan resmi untuk
dibayarkan ke PT. PLN Persero Tbk. Dari hal tersebut
terdapat kendala atau hambatan yang ada, seperti
keterlambatan pelanggan tidak resmi dalam membayarkan
iuran pembayaran listrik (lavering), dan pemakaian aliran
listrik yang tidak sepadan dengan pembayaran yang
dibayarkan.

2. Dinilai dari syarat dan rukun jual beli sendiri, bahwasanya
untuk pihak-pihak yang bersangkutan (yang berakad) itu
sudah mencukupi syarat dari jual beli seperti pihak yang
berakad memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu,
yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta
berkemampuan memilih, dinilai dari segi sighat pihak yang
berakad melafalkannya dengan menggunakan bahasa daerah
dan sudah terpenuhi, Sedangkan untuk objek yang
diakadkan terdapat beberapa syarat yang terpenuhi da nada
pula salah satu syarat yang tidak terpenuhi, syarat yang
terpenuhi untuk objek yang diakadkan ialah barang tersebut
suci dan bisa dimanfaatkan akan tetapi barang tersebut
bukanlah milik dari pihak pelanggan resmi melainkan dari
PT.PLN hal inilah yang membuat syarat dari objek
yangdiakadkan tidak terpenuhi.

B. Saran
1. Pemerintah Desa
Hendaknya pihak terkait, yang tergabung didalam
struktur organisasi Desa Selika I Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur. Amat lebih memerhatikan
kesejahteraan Masyarakat Desanya, dengan mengalokasikan
dana Desa sesuai dengan kebutuhan Desa dan Masyarakat
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didalamnya. Dengan demikian, hal seperti penyaluran aliran
listrik dari pelanggan resmi kepada pelanggan tidak resmi
tidak terjadi lagi.
Masyarakat Desa Selika I

Hendaknya pihak dari masyarakat Desa Selika I,
mengkoordinasikan mengenai keadaannya kepada
pemerintah Desa, agar sekiranya nantinya pemerintah Desa
Selika I bisa memberikan keringanan terhadap persoalan
Masyarakat yang tengah dihadapi.
Penulis

Hendaknya penulis ingin lebih jauh menerangkan
mengenai tulisan ini secara komprehensif dan mendalam,
akan tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis itu
sendiri, kiranya akan diperbaiki demi kebaikan penulis di
masa yang akan dating.
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A. Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning

Kabupaten Kaur
1. Apakah Bapak mengetahui adanya jual beli airan listrik (lvering) dari kwh pelanggan

"

resmi ke rumah tetangga di Desa Sefikn [ Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten
Kaur?

Bagaimana sikap atau upaya dari Pemerintah Desa terbadap jual beli tersebut 7
Adakah hambatan dalam memberikan arshan kepada warga terkait praktik jual-beli

aliran listrik dari numah tetangga?
Sudah selama apa jual beli airan listrik (lavering) dari kwh pelanggan resmi ke rumal

tetanggn di Desa Selika | ini terjadi 7
wmmmmmmm jual beli airan listrik

(lavering) tersebut ?

Daftar Pertanyaan Penjual Lavering di Desa Selika | Kecamatan Tanjung Kemuning

Kabupaten Kaur

I

Apa yang menjadi schab Bapak/Ibu menjual aliran listrik (lavering) dari kwh pelanggan
resmi ke rumah tetangga 7

2. Berapa kisaran biaya dari praktik jual beli tersebut ?
3. Sudsh berapa lama praktik jual beli airan listrik (lavering) dari kwh pelanggan resmi ke

rumah tetangga ini terjadi 7

. Apa hambatan Bapak/Ibu dari menjual aliran listrik ke rumah tetangga?
. Bagaimana harapan Bapak/Tbu kedapannya mengenai praktik yang dilakukan saat ini?
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Apa yang menjadi penyebab Bapak/lbu membeli aliran listrik favering) dari kwh
pelanggan resmi kew rumah tetangga ?
Berapa kisarn bioys untuk membeli aliran listrik dori rumah tetangga?
3. Sudah Sudah berapa lnmn Bapak/Ibu membeli alican listrik (favering) dari kwh
pelanggan resmi ke ramah tetangga ini terjadi 7
Apa hambatan Bopak/Tbu dari membeli aliran listrik ke rumah tetangga?
. DBagaimana hampan Bapak/Ibu kedapannya mengenai praktik yang dilakukan saat ini?
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